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KATA PENGANTAR

JIAN INSTITUTE

POLICY RESEARCH

Update Indonesia edisi Mei 2023 mengangkat laporan utama mengenai
peluang penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di wilayah
ASEAN. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sistem pembayaran di
ASEAN yang semakin maju juga memiliki peluang untuk berkontribusi
di dalamnya. Salah satunya adalah melalui CDBC. Namun, pada
kenyataannya, kesenjangan inklusi keuangan masih menjadi tantangan di
tengah peluang yang ada. Selain itu, risiko penerapan CDBC juga masih
menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang urgensi
pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. RUU
yang sudah dibahas sejak tahun 2006 tersebut dipercaya dapat merampas
aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan
kekayaan yang tidak dapat dibuktikan. Namun, hal ini menyisakan
pertanyaan tentang bagaimana mekanisme itu dijalankan, termasuk dalam
aspek hak asasi manusia (HAM). Selanjutnya, kami membahas tentang
revisi Undang-Undang (UU) Desa menjadi Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) prioritas tahun 2023. Hal ini kemudian memantik pro dan
kontra di masyarakat.

Di bidang politik, Update Indonesia membedah persoalan perempuan
dalam proses seleksi bakal calon anggota legislatif. Dua persoalan utama
bagi perempuan dalam proses seleksi bacaleg adalah sering kali perempuan
hanya dijadikan pelengkap serta tidak mendapatkan dapil yang memang
benar-benar dikuasainya ataupun nomor urut yang strategis. Selanjutnya,
kami membahas tentang melihat kesiapan Sistem Informasi Pencalonan
atau Silon dalam tahap pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2024

Selain itu, pada bidang politik kami juga membahas tentang melihat kinerja
Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dalam tiga variable yaitu Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan
persentase penduduk miskin.

Di bidang social, Update Indonesia mengangkat tentang implementasi
kebijakan moderasi beragama dalam mencegah praktik intoleransi beragama
di Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang penegakan disiplin
administrasi kependudukan musiman yang dilakukan pasca lebaran dilakukan
guna mengantisipasi meningkatnya kemiskinan dan tindak kriminalitas di
perkotaan.
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di
lembaga pemerintah maupun bisnis — juga kalangan akademik,
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Peluang Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC)
di Wilayah ASEAN

Negara di belahan dunia saat ini sedang berupaya mengembangkan
Central Bank Digital Currency (CDBC), termasuk Indonesia. CDBC
merupakan uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol
oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah
untuk menggantikan uang kartal. CBDC akan bertindak sebagai
representasi digital dari mata uang suatu negara. CBDC sudah
memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan
nilai (store of value), alat pertukaran/ pembayaran (medium of
exchange), dan alat pengukur nilai barang dan jasa (unit of account)
(Kemenkeu, 14/2/2022). Penerapan CDBC masih dalam tahap
penelitian di Indonesia untuk melihat peluang dan tantangan yang
akan dihadapi di kemudian hari.

Pada momentum Group of 20 (G20) di Bali pada tahun 2022
lalu, Bank Indonesia, bersama dengan bank sentral dari Thailand,
Singapura, Malaysia dan Filipina resmi menandatangani Kerjasama
(MoU) dalam rangka menerapkan sistem pembayaran digital lintas
ke-5 negaraThe Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Hal tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut saat keketuaan
ASEAN 2023, yang memiliki tema ”Epicentrum of Growth” pada
bulan Mei di Labuan Bajo.

Pengintegrasian sistem keuangan ini penting dalam rangka
transformasi ekonomi digital dalam kehidupan di sektor keuangan.
Namun, penerapan CDBC juga masih menemukan kontroversi,
karena dapat mengancam privasi dan keamanan finansial, serta
kebebasan ekonomi individu dan biaya yang terlalu tinggi daripada
manfaatnya.

Tulisan ini akan mengulas definisi, manfaat, peluang dan tantangan
CDBC di ASEAN, serta pihak yang menolak sistem pembayaran
Rupiah Digital. Pemahaman CDBC perlu disosialisasikan dengan
baik dan komprehensif'agar masyarakat dapat melihat manfaat dan
ancaman CDBC di wilayah ASEAN.
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Bank Indonesia sebagai penerbit, CDBC diterjemahkan sebagai
Rupiah Digital. Rupiah Digital adalah Uang Rupiah dengan format
digital yang dapat dipergunakan seperti halnya uang berbentuk fisik
(Uang Kertas dan Uang Logam), Uang Elektronik (chip dan server-
based), dan uang dalam Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/
APMK (kartu debit dan kartu kredit) yang kita pakai saat ini. Rupiah
Digital diterbitkan hanya oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral
Negara Republik Indonesia.

Apabila diterapkan Rupiah Digital akan menjadi komplemen dan
tidak dimaksudkan untuk menggantikan uang-uang yang telah ada,
beredar dan digunakan oleh masyarakat saat ini, termasuk uang
kertas dan uang logam. Sebagaimana halnya fungsi rupiah, Rupiah
Digital berfungsi sebagai alat tukar, alat menyimpan nilai, dan satuan
hitung (unit of account).

Manfaat CDBC

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh apabila CDBC
diterapkan. Salah satunya dipaparkan oleh Fairi, Sahabuddin, dan
Jupriyanto (2021) dalam artikel berjudul “Analisis Penerapan Central
Bank Digital Currency dalam Perspektif Keamanan Nasional”.

Menurut Fairi, Sahabuddin, dan Jupriyanto (2021), beberapa
manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan CBDC ini adalah
sebagaimana mata uang merupakan refleksi dari kedaulatan negara,
hadirnya CBDC menjadi salah satu bentuk pertahanan negara di
bidang non-militer yang berfokus untuk menjaga kedaulatan mata
uang rupiah dari ancaman hadirnya jenis private digital currency dan
berbagai moda pembayaran digital lain yang dikendalikan swasta.

Selain itu, terdapat aspek sisi efisiensi dalam hal pencetakan uang
kertas dan logam. Hadirnya CBDC akan menjadi salah satu
alternatif pembayaran yang dapat dipilih oleh masyarakat tanpa
menghilangkan alat pembayaran yang sudah ada sebelumnya.
Sebagai sebuah alternatif, CBDC dapat mengurangi ketergantungan
terhadap jenis uang kertas dan logam yang memakan biaya yang
tinggi untuk pencetakan dan perawatan.

Dengan adanya CBDC, pemerintah melalui Bank Indonesia dapat
secara ketat mengontrol peredaran uang masuk dan keluar. Seluruh
transaksi akan terdeteksi karena setiap akun CBDC menggunakan
identitas kependudukan yang hanya dimiliki satu perorang. Meskipun
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saat ini identitas kependudukan belum sepenuhnya maksimal
berfungsi sebagai Single Identity Number (SIN), akan tetapi dengan
sinergi antar lembaga negara hal tersebut dapat terwujud.

CBDC juga dapat bermanfaat dari sisi peningkatan inklusi keuangan.
CBDC dapat menyediakan alat pembayaran digital publik tanpa
mengharuskan individu untuk memiliki rekening bank. CBDC juga
memiliki dampak pada peningkatan kebijakan moneter. Beberapa
akademisi telah menyarankan bahwa dengan mempromosikan
inklusi keuangan, CBDC juga dapat meningkatkan transmisi
kebijakan moneter.

Kelebihan rupiah digital lainnya adalah biaya operasional dan
transaksi yang lebih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil,di
mana distribusi uang fisik dibebani masalah infrastruktur. Rupiah
digital juga dapat disimpan di smartphone, kartu, atau e-wallet,
sehingga memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi.

Meskipun memiliki banyak manfaat dalam temuan Fairi,
Sahabuddin, dan Jupriyanto (2021), mencatat bahwa CDBC
memiliki risiko yang kemungkinan besar akan muncul. Pertama,
terdapat risiko keamanan yang terjadi ketika menyimpan kekayaan
dalam bentuk digital. Dengan menempatkan kekayaan ini di bawah
pengawasan langsung bank sentral, hal ini berisiko memberikan
bank sentral kekuatan besar untuk mengamati dan berpotensi untuk
mengontrol keuangan individu. Meskipun hal ini mungkin berguna
untuk melakukan ntervensi dalam kasus penipuan atau pencucian
uang, namun kemampuan ini dapat merusak privasi atau bahkan
keamanan kekayaan individu jika ada risiko bank sentral menyedot
atau memanipulasi CBDC publik untuk agenda kebijakan fiskal.

Kedua, risiko disintermediasi sektor perbankan. Individu dapat
memindahkan uang mereka dari deposito di bank komersial ke
rekening kepemilikan CBDC. Keadaan tersebut akan membebani
profitabilitas dan mungkin mengarah pada pemberian kredit yang
lebih mahal atau lebih rendah bagi ekonomi riil. Masalah lain yang
perlu dipertimbangkan adalah “run risk “. Pada saat krisis, nasabah
bank dapat beralih dari deposito ke CBDC, yang mungkin dianggap
lebih aman dan lebih likuid. Namun di banyak negara di dunia,
terlepas dari keberadaan CBDC, deposan juga dapat mencari
perlindungan dalam mata uang asing.

Ketiga, CBDC juga menyiratkan adanya biaya dan risiko bagi
bank sentral. CBDC membutuhkan biaya yang sangat mahal bagi
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bank sentral dan juga menimbulkan risiko bagi reputasi mereka.
Kegagalan untuk memenuhi salah satu dari fungsi-fungsi CDBC,
karena gangguan teknologi, serangan siber, atau hanya kesalahan
manusia, dapat merusak reputasi bank sentral.

Peluang dan Tantangan CDBD di ASEAN

Berdasarkan definisi dan manfaat penerapan CDBC, negara
anggota ASEAN memiliki peluang untuk mewujudkan sistem
pembayaran dengan mata uang digital di masing-masing negaranya.
Seperti sistem pembayaran melalui cross-border payment (QRIS)
yang sudah diterapkan pada berbagai negaraa anggota di ASEAN,
seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura (Bl, 27/2/2023)

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tantangannya, terdapat
peluang yang dapat digunakan oleh negara ASEAN untuk
menerapkan CDBC di wilayah. Hal ini senada dengan transaksi
digital yang paling banyak digunakan oleh penduduk ASEAN,
seperti temuan World Economic Forum.

Menurut laporan World Economic Forum (WEF), layanan
keuangan digital terpopuler di ASEAN adalah layanan transfer atau
pembayaran nontunai secara online. Dari sekitar 90 ribu orang yang
disurvei, 46 persen di antaranya sudah sering menggunakan layanan
tersebut. Ada juga yang sering menggunakan layanan keuangan
digital untuk menabung, meminjam uang, berinvestasi, atau untuk
keperluan lainnya, tapi proporsinya lebih kecil seperti terlihat pada
grafik.

Grafik 1. Jenis Layanan Keuangan Digital yang Sering
Digunakan Penduduk ASEAN (Juli-Agustus 2022)
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Sumber: World Economic Forum, 2022.
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Grafik tersebut menunjukkanbahwa 46 persenresponden melakukan
pembayaran nontunai. Minat yang tinggi kepada pembayaran
nontunai bagi masyarakat ASEAN merupakan peluang yang dapat
dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk penerapan CDBC. Selain

peluang, terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan
inklusi keuangan di ASEAN dalam bentuk CDBC.

Tantangan mewujudkan inklusi keuangan di ASEAN salah satunya
adalah kesenjangan inklusi keuangan yang masih terpampang
nyata. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa
kesenjangan inklusi keuangan yang dimaksud yaitu akses ke layanan
keuangan digital khususnya bagi para pelaku UMKM (Kompas.
com, 29/3/2023). Menurut data Bank Dunia pada 2021, masih ada
perbedaan yang mencolok pada indeks inklusi keuangan di antara
anggota negara ASEAN.

Indeks inklusi terendah tercatat berada dilevel 33 persen, sedangkan
level tertinggi pada kisaran 90 persen. Adapun rata-rata indeks
inklusi keuangan di ASEAN sebesar 41 persen.

Berdasarkan data The Global Financial Index, Kamboja dan Laos
memiliki indeks inklusi keuangan terendah, masing-masing 33,39
persen dan 37,32 persen. Sementara, Filipina inklusi keuangannya
mencapai 51,37 persen. Sedangkan negara tetangga, seperti
Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki indeks inklusi keuangan
tertinggi. Malaysia 88,37 persen, Singapura 97,55 persen, Thailand
95,58 persen, dan Indonesia mencapai 51,76 persen.

Tingginya kesenjangan inklusi keuangan di wilayah ASEAN
merupakan kendala yang dihadapi untuk mewujudkan sistem
pembayaran yang lebih mudah bagi masyarakat ASEAN.
Apabila kesenjangan dapat diminimalisir dengan baik, maka akan
memudahkan transaksi lokal dan mewujudkan perdagangan antar
negara yang lebih terbuka. Selain itu, produk lokal yang dihasilkan
suatu negara menjadi lebih bersaing meskipun di tingkal wilayah

ASEAN.
Kontroversi CDBC

Selain risiko yang telah disebutkan sebelumnya, CDBC memiliki isu
bahwa penerapannya akan berdampak pada kebebasan ekonomi.
Salah satu artikel berjudul "CDBC: Assessing the Risks and Dispelling
the Myths” dalam Cato Institute yang ditulis oleh Nicholas Anthony
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dan Norbert Michel, CDBC memiliki beberapa risiko yang tidak
bisa diabaikan, seperti privasi keuangan, kebebasan finansial, pasar
bebas, dan juga keamanan siber.

Artikel tersebut juga meng-highlight penolakan terhadap CDBC.
Anthony dan Michel mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi
pemerintah federal untuk mengeluarkan CBDC ketika biayanya
sangat tinggi dan manfaatnya sangat rendah. Kongres harus
memastikan bahwa pemerintah federal tidak mengeluarkan CBDC.

Di Amerika Serikat dan luar negeri, upaya untuk meluncurkan
CBDC sedang dilakukan dalam upaya untuk memperkuat kontrol
pemerintah atas sistem pembayaran. Betapapun mengakarnya
upaya ini, CBDC AS pada akhirnya akan merebut sektor swasta
dan membahayakan kebebasan inti orang Amerika. Oleh karena itu,
seharusnya tidak ada tempat untuk CBDC dalam perekonomian
Amerika. Kongres harus secara eksplisit melarang Federal Reserve
dan Departemen Keuangan mengeluarkan CBDC dalam bentuk

apa pun (Anthony dan Michel, 2023).
Rekomendasi

Berdasarkan ulasan yang telah disebutkan mulai dari definisi,
manfaat, serta kontroversi CDBC sebagai salah satu bentuk uang
digital sebagai alat pembayaran, tulisan ini mendorong Indonesia
melalui keketuaan ASEAN yang mengusung tema ”Epicentrum
of Growth”, untuk mendorong pembahasan lebih lanjut untuk
mempertimbangkan rasio manfaat dengan biayanya agar ASEAN
benar-benar menjadi pusat pertumbuhan dalam hal sistem
pembayaran yang komprehensif.

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di
Indonesia tahun 2023 menjadi momentum agar negara-negara
anggota ASEAN lebih serius meningkatkan inklusi keuangan
agar tidak terlalu timpang. Bank-bank sentral di ASEAN perlu
menyelaraskan agenda untuk meningkatkan literasidigital dan literasi
keuangan masyarakatnya. Bank sentral juga perlu meningkatkan
edukasi dan kesadaran masyarakat agar CBDC dapat diterapkan.

Mengingat risiko yang dihadapi salah satunya adalah kebebasan
finansial individu, maka sudah seharusnya bank sentral di ASEAN
perlu menegaskan batasan kebijakannya agar tidak menyalahi privasi
masyarakatnya dalam bertransaksi. Dalam hal ini, regulasi yang jelas
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antara bank sentral dan masyarakat, serta mekanisme terkait untuk ~ Sebagai pusat )
mengantisipasi risiko CBDC penting dibuat agar bank sentral tetap ~ P€" tzmbuh"”‘;f;;‘;z N
dalam koridornya dalam menjaga stabilitas keuangan negara, serta Pém2averend
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Digital Currency
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tantangan yang harus
diantisipasi secara
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Kepastian Perlindungan HAM dalam
Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana

Di tengah terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai
pemerintahan, urgensi pengesahan Rancangan Undang-undang
(RUU) Perampasan Aset kembali digaungkan. RUU yang sudah
dibahas sejak tahun 2006 tersebut dipercaya dapat merampas aset
yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan
kekayaan yang tidak dapat dibuktikan. Namun, hal ini menyisakan
pertanyaan tentang bagaimana mekanisme itu dijalankan, termasuk
dalam aspek hak asasi manusia (HAM).

Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada
4-6 April 2023 menunjukkan bahwa mayoritas publik ingin RUU
Perampasan Aset segera dituntaskan. Berdasarkan survei ini,
sebanyak 82,2 persen responden menilai RUU Perampasan Aset
mendesak untuk dibahas dan diundangkan. Bahkan, 35,5 persen
responden menganggapnya sangat mendesak (Kompas, 10/4/2023).

Dalam survei tersebut, hanya ada 12,1 persen dan 1,5 persen
responden yang menilai RUU Perampasan aset tidak mendesak
dan sangat tidak mendesak untuk disahkan. Survei yang sama juga
menangkap aspirasi mayoritas publik (78,5 persen) yang setuju
bahwa negara berhak merampas aset penyelenggara negara yang
tidak wajar dan berasal dari sumber yang tidak sah. Hal ini sejalan
dengan substansi utama RUU Perampasan Aset yakni, aset yang
diperoleh pejabat negara dari pendapatan yang tidak wajar, serta
tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah dan diduga terkait aset
tindak pidana, dapat dirampas untuk negara (Kompas, 10/4/2023).

Lebih jauh, mayoritas publik (87,9 persen) pun memandang bahwa
salah satu alasan maraknya korupsi di Indonesia disebabkan oleh
masih lemahnya untuk memiskinkan pelaku korupsi. Selaras dengan
itu, sebanyak 8,6 persen dan 52,7 persen publik sangat yakin dan
yakin bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi hukum yang
kuat untuk memberi efek jera pelaku korupsi (Kompas, 10/4/2023).
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Perampasan Aset dan Regulasi

Seperti diketahui, bahwa regulasi terkait dengan perampasan
aset bukanlah hal yang baru dan bukan tidak adanya instrumen
yang mengatur perihal perampasan aset ilegal terkait korupsi
tersebut. Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) menyebutkan, aparat penegak hukum dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta
kekayaan yang diketahui, atau patut diduga merupakan hasil tindak
pidana, sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak

(Fernando, dkk, 2022).

Bahkan, Mahkamah Agung pun telah membuat tata cara dalam
penanganan aset ilegal tersebut sebagaimana dituangkan dalam
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor | Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.
Kendati demikian, sejak 2013 hingga 2020, menurut penelitian
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
hanya terdapat empat kasus yang dirampas aset ilegalnya dengan
mempergunakan instrumen Pasal 67 UU No 8 Tahun 2010 jo Perma
No | Tahun 2013 tersebut, yakni satu kasus terkait narkotika dan
tiga kasus terkait pemalsuan identitas dalam suatu bussiness email
compromise (phising) (Fernando, dkk, 2022).

Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi yang ada belum
menunjukkan hal yang positif dalam pelaksanannya. Namun,
persoalan hukum tidak hanya berdasarkan pada aspek substansi
saja. Mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Hukum dari
Amerika, Lawrence Friedman (1975), persoalan hukum juga terkait
dengan penegakan hukum (structure) dan budaya hukun (culture).
Olehkarenaitu, secara komprehensiffakta dilapangan menunjukkan
adanya persoalan di setiap aspek.

RUU Perampasan Aset: Mekanisme Penegakan Tindak
Pidana Korupsi vs Hak Asasi Manusia

Pada prinsipnya, Pasal 9 RUU Perampasan Aset menyatakan bahwa
Penyidik ataupun Penuntut Umum yang melakukan pemblokiran
dan penyitaan tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara
pidana. Hal ini tentunya menjadi imunitas terhadap aparat penegak
hukum dalam menjalankan tugasnya. Berikut penjelasan mengenai
hal ini lebih lanjut.
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Seperti diketahui, bahwa dalam draf RUU Perampasan Aset,
penelusuran aset yang dapat dirampas dilakukan oleh penyidik
yang bisa berasal dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNIN), maupun pegawai
negeri sipil. Penyidik dapat melakukan kerja sama dengan lembaga
yang melaksanakan analisis transaksi keuangan

Oleh karena itu, jika dianalisis lebih jauh hal ini memiliki beberapa
masalah. Pertama, konsep ini sejatinya, berpotensi memiliki
penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Hal
ini terkait dengan bagaimana mekanisme pengawasan dan sekaligus
potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
(APH) dalam menjalankan kewenangannya.

Kedua, meskipun hukum acara yang ada mencoba mengakomodir
mekanisme pengujian terhadap pembuktian perampasan aset,
namun dengan posisi yang menempatkan korban perampasan aset
untuk melakukan pembuktian terbalik, maka korban perampasan
aset akan semakin dirugikan apabila mendapat kesewenangan dari
APH. Dalam hal ini, siapapun yang berpotensi dianggap sebagai
pelaku tindak pidana dapat diajukan sebagai orang yangakan dirampas
asetnya, termasuk dalam kaitannya dengan kesewenangan APH.

UU Perampasan Aset dan Sinkronisasi HAM

Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan
Aset harus mampu mengakomodasi kepentingan terkait dengan
hal-hal yang berhubungan dengan kepastian perampasan aset
yang dilakukan oleh APH agar perlindungan terhadap potensi
penyelewengan oleh aparat penegakan hukum menjadi tepat.

Hal ini perlu didorong oleh Pemerintah dan DPR dengan membuat
draf RUU yang lebih memberikan penekanan terhadap tahapan
perampasanasetyang mampumekanisme acaradenganmemberikan
pengawasan terhadap APH, dengan memberikan acuan dan kajian
yang berbasis nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusi
(HAM) sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

- Galang Taufani -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

ENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Urgensi pengesahan
Rancangan Undang-
undang (RUU)
Perampasan Aset
kembali digaungkan.
RUU yang sudah
dibahas sejak tahun
2006 tersebut
dipercaya dapat
merampas aset yang
tidak seimbang
dengan penghasilan
atau sumber
penambahan kekayaan
yang tidak dapat
dibuktikan. Namun,
hal ini menyisakan
pertanyaan tentang
bagaimana mekanisme
itu dijalankan,
termasuk dalam aspek
hak asasi manusia

(HAM).
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Urgensi Pembatasan Kekuasaan Kepala Desa
di UU Desa

Beberapa waktu lalu kepala desa seluruh Indonesia melakukan
demonstrasi di Gedung DPR. Mereka menuntut perubahan masa
jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Tuntutan itu direspons positif oleh pemerintah dan DPR. Bahkan,
Badan Legislasi dan sebagian anggota fraksi partai politik di DPR
mengusulkan agar revisi Undang-Undang (UU) Desa menjadi
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023. Hal
ini telah memantik pro dan kontra.

Presiden Jokowi merespons desakan itu dan mengaku tidak
mempermasalahkan setiap aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal
itu bisa disampaikan ke DPR. Para kepala desa yang tergabung
dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh
Indonesia) sebelumnya ramai-ramai datang ke Jakarta untuk
berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut
perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam
tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode. Mereka meminta

DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (CNNIndonesia.com, 24/1/2023).

Pro dan Kontra Masa Jabatan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
dasar-dasar terkait tata kelola dalam pemerintahan Desa, salah
satunya masa jabatan Kepala Desa. Pasal 39 UU Desa telah diatur
bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 6 tahun dan
maksimal dapat menjabat selama tiga periode.

Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
42/PUU-XIX/2021 yang menjelaskan lebih lanjut batasan terhadap
kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa. Sebaliknya, kondisi serupa
masih memantik pertentangan hingga dikurangi atau bahkan
lebih diperpendek lagi masa jabatan. Hal ini juga terlihat dalam
permohonan judicial review di MK yang teregistrasi dengan Nomor
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15/PUU-XX1/2023 yang menjelaskan tidak simetris dengan kondisi
demokrasi (mkri.di, 15/2/2023).

Masa jabatan hingga 6 tahun dengan 3 periode, jika dijumlahkan
menjadi 18 tahun merupakan masa jabatan yang terlampau
panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.
Konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan
dan menghindariexcessive atau abuse of power. Limitasi kekuasaan ini
dapat dilakukan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang
rasional sesuai dengan UUD 1945. Apabila tetap bertahan pada
pengaturan Pasal 39 UU Desa maka akan membuka ruang abuse
of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme,
negara hukum, dan demokrasi konstitusional (mkri.di, 15/2/2023).

Problem Kekuasaan Kepala Desa

Kuat dan panjangnya kekuasaan kepala desa setidaknya menyisakan
beberapa permasalahan yang cukup krusial. Hal ini terlihat dari
ekses negatif' dari adanya kekuasaan dalam hal penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat desa.

Hal ini terlihat dari salah satu bentuk arogansi yang dilakukan oleh
kepala desa adalah dalam proses pengangkatan perangkat desa.
Kepala desa seringkali mengangkat perangkat desa yang memiliki
hubungan politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan
dengan kepala desa. Dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang
terjadi di tingkat desa, hingga tahun 2022 terdapat 686 kades yang
terjerat korupsi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan
rentang masa jabatan yang saat ini berlaku sepanjang 6 tahun sudah
tercipta perilaku koruptif, dan potensinya akan semakin tinggi jika
masa jabatan diperpanjang (pshk.or.id, 24/1/2023).

Kondisi ini menggambarkan adanya situasi yang justru
melanggengkan panjangnya kekuasaan yang absolut dan tidak
terkontrol. Hal setali tiga uang dengan pandangan bahwa semakin
berkuasa seseorang, maka berpotensi semakin korup.

Urgensi Pembatasan Masa Jabatan

Beberapa hal yang patut untuk disimpulkan adalah: Pertama,
tuntutan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah
hal yang harus diantisipasi karena justru memberikan ruang
penyalahgunaan kekuasaan yang besar. Kedua, panjangnya masa
jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan
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Hukum

institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan

demokrasi.

Oleh karena itu, diperlukan model dan konsep konstitusionalisme
dan pentingnya pembatasan kekuasaan. Hal ini akan berdampak
pada langkah preventif agar penyalahgunaan kewenangan tidak
terjadi dalam berbagai aspek yang bersumber kepada kekuasaan

kepala desa.

Alih-alih mengakomodasi kepentingan politik yang besar dari kepala
desa, Pemerintah dan DPR justru harus kembali memperhitungkan
dampak tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan justru

mendorong adanya
jabatan tersebut.

- Galang Taufani -

revisi yang lebih membatasi kekuasaan masa

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Beberapa waktu lalu
kepala desa seluruh
Indonesia melakukan
demonstrasi di Gedung
DPR dan menuntut
perubahan masa
jabatan kepala desa
dari enam tahun
menjadi sembilan
tahun. Hal ini telah
memantik pro dan
kontra.
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Membedah Persoalan Perempuan dalam Proses
Seleksi Bakal Calon Anggota Legislatif

Pada 24 April 2023, Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan
diselenggarakan tahun 2024 mendatang telah memasuki tahapan
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada tahapan ini, partai politik
akan menyerahkan daftar calon anggota legislatif (caleg) kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait hal tersebut, partai politik
harus melakukan proses seleksi terlebih dahulu untuk menentukan
siapa yang akan bertarung di Pemilu nantinya. Tahapan ini menjadi
sangat krusial mengingat Indonesia meggunakan sistem pemilu
proposional terbuka, di mana publik dapat melihat daftar calon
anggota legislatif (caleg) yang diajukan oleh partai politik dan hal
ini menentukan performa partai politik di pemilu (Hazan & Rahat,

2010).

Lebih lanjut, proses seleksi caleg di internal partai politik menjadi
salah satu tahapan penting bagi kandidat perempuan. Pasalnya,
proses seleksi merupakan salah satu fungsi penting partai politik
dalam rangka menjalankan perannya sebagai penghubung antara
warga negara dengan negara dalam bingkai representasi politik. Jika
sistem seleksi yang digunakan oleh partai politik memiliki sistem yang
jelas, transparan dan terbuka, maka lebih memudahkan kandidat
perempuan untuk bersaing dengan laki-laki secara adil untuk
mendapatkan daerah pemilihan (dapil) dan nomor urut strategis.
Dengan mendapatkan nomor urut dan dapil strategis, maka semakin
besar peluang untuk lolos ke parlemen yang berimplikasi pada jumlah
representasi perempuan di Parlemen.

Terdapat dua persoalan utama bagi perempuan dalam proses
pencalegan di internal partai politik. Pertama, perempuan hanya
sebagai pelengkap. Tidak dipungkiri bahwa sering kali partai politik
kesulitan dalam memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar
kandidat pada suatu daerah pemilihan. Seperti yang dijelaskan oleh
Purbolaksono (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Tantangan
Pendaftaran Bacaleg pada Pemilu 2024”, dijelaskan bahwa salah satu
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Sekretaris Jenderal Partai Politik baru peserta Pemilu tahun 2024
mendatang mengakui kesulitan dalam merekrut bacaleg. Bahkan,
walaupun telah dilakukan sejak bulan Agustus 2021, sampai saat ini
partai tersebut masih berproses dalam memenuhi daftar kandidat.
Dampaknya, ada potensi di mana perempuan hanya sekadar
dimasukkan namanya, padahal perempuan tersebut tidak memiliki
basis massa di wilayah tersebut.

Kedua, perempuan sering kali tidak mendapatkan dapil yang memang
benar-benar dikuasainya ataupun nomor urut yang strategis.
Padahal, mendapatkan nomor urut satu menjadi penting mengingat
mayoritas caleg yang lolos ke parlemen merupakan nomor urut satu.
Tidak hanya itu saja, bahkan perempuan sering kali tidak memahami
daerah pemilihannya, bahwa di daerah tersebut budaya patriarki
masih kental dan sangat sulit bagi perempuan untuk menang di
daerah pemilihan tersebut.

Menuju 30 Persen Keterwakilan Perempuan yang Bermakna
di Pemilu Tahun 2024

Sejak kebijakan afirmasi diterapkan di Indonesia pada Pemilu tahun
2004, jumlah representasi perempuan di DPR RI terus mengalami
peningkatan. Bahkan, walaupun sempat mengalami stagnansi di
Pemilu tahun 2009 dan 2014, hasil Pemilu tahun 2019 menunjukkan
peningkatan yang signifikan terkait representasi perempuan di DPR
RI, berikut rinciannya:

Grafik 1. Perkembangan Representasi Perempuan di
Parlemen Indonesia (2004-2019)

2004 2009 2014 2019
=== epresentasi Perempuan di DPR RI

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
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Guna terus meningkatkan representasi perempuan di DPR RI Dua'Pefsoalan utama

menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang, terdapat beberapa hal bagi perempuan )
. dalam proses seleksi

yang perlu untuk dilakukan. Salah satunya adalah memperkuat .

i . . . bacaleg adalah sering
persiapan kandidat perempuan dalam menghadapi proses seleksi. kali perempuan
Matland (2022) dalam karyanya yang berjudul “Meningkatkan  pgnya dijadikan
Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem  pelengkap serta tidak
Pemilihan”, mengatakan terdapat tiga seleksi sebelum masuk ke  mendapatkan dapil

parlemen, yaitu tahap seleksi diri sendiri, diseleksi oleh partai, dan  yang memang benar-

diseleksi oleh pemilih. benar dikuasainya
ataupun nomor urut

yang strategis. Oleh

Pada tahapan diseleksi oleh diri sendiri, keinginan untuk maju dalam . ;
karena itu, persiapan

pemilihan umum dipengaruhi oleh seberapa besar persentase

. i . yang matang sebelum
kemenangannya, bagaimana ramahnya lingkungan politik yang akan .~ daftarkan diri
mendukungnya, dan bagaimana sumber daya yang dimiliki untuk  menjadi solusi agar
keperluan kampanye. Oleh karena itu, penting bagi perempuan perempuan dapat
dalam tahapan ini untuk mempersiapkan modal sosial dan kapital, lolos ke Parlemen
serta juga memilih partai politik yang ramah terhadap perempuan  yang berdampak

dan mendukung keterwakilan perempuan di parlemen. pada penmg!catan
representast

Tahap kedua adalah seleksi dari partai politik. Hidayah (2020) Perempuan di Parlemen
o . . dan upaya mendukung
menekankan bahwa pada tahapan ini perlu untuk melihat bagaimana .
e S aspirasi perempuan.
budaya dalam partai politik tersebut, apakah proses seleksi dilakukan
secara jelas, terbuka dan transparan. Sistem yang jelas, transparan
dan terbuka, lebih memudahkan kandidat perempuan untuk
bersaing dengan laki-laki secara adil untuk mendapatkan dapil dan
nomor urut strategis. Dengan mendapatkan nomor urut dan dapil
strategis, maka semakin besar peluang untuk lolos ke parlemen yang
berimplikasi pada jumlah representasi perempuan di Parlemen.

Tahapan ketiga adalah seleksi oleh pemilih dalam Pemilu. Pada
tahapan ini, penting bagi perempuan untuk mempersiapkan modal,
baik secara sosial maupun kapital. Selain itu, strategi khusus juga
perlu di persiapan untuk dapat memenangkan Pemilu, misalnya
dengan membentuk tim sukses yang memiliki kapasitas.

Selain mempersiapkan proses seleksi, perempuan juga perlu untuk
meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang calon anggota Parlemen
yang membawa kepentingan perempuan. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil yang
memiliki fokus memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan begitu,
jika terpilih nantinya, perempuan yang hadir di Parlemen bukan
hanya sekadar angka, melainkan benar-benar membawa aspirasi
kaum perempuan.

- Ahmad Hidayah -
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Melihat Kesiapan Silon dalam Tahap Pendaftaran
Calon Anggota Legislatif Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan aturan,
termasuk membuka akses Sistem Informasi Pencalonan atau
Silon untuk pendaftaran bakal calon anggota (caleg) DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan DPD, Rabu (19/4/2023).
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, KPU telah menerbitkan
dua aturan terkait pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Keduanya adalah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota serta Peraturan KPU Nomor [1 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Kompas.id, 19/4).

Kedua aturan ini mensyaratkan sejumlah dokumen yang harus
dipersiapkan bakal caleg saat mendaftar melalui Silon. Dokumen
itu antara lain kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), fotokopi
ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, surat
keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan dari
pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
Dokumen persyaratan itu diserahkan ke partai politik (parpol) untuk
diunggah ke Silon maksimal pada tanggal 14 Mei, pukul 23.59.

Silon Bagian dari Praktik Keterbukaan Data Pemilu

Silon merupakan bagian dari implementasi keterbukaan data (open
data) Pemilu di Indonesia. Silon pertama kali digunakan dalam
Pemilihan Serentak Tahun 2015 dan bertujuan untuk pendataan
dukungan calon perseorangan peserta pemilihan. Selanjutnya, Silon
dikembangkan dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Serentak Tahun
2019.

Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data
persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon
yang disampaikan oleh Parpol. Untuk melakukan unggah tersebut,
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan akun
bagi masing-masing operator Parpol (Sari, 2022).
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Penggunaan Silon diyakini mudah digunakan oleh parpol yang
hanya perlu menyiapkan data soft file persyaratan-persyaratan
dimaksud untuk dapat diunggah dalam Silon. Penggunaan aplikasi
ini tidak memerlukan keahlian tertentu, karena dapat dilakukan
oleh operator yang ditunjuk sepanjang mampu mengoperasikan
komputer. Selain itu, aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia.
Dengan demikian, tidak memerlukan kemampuan pemahaman
kerja aplikasi dengan bahasa-bahasa teknologi informasi yang sering
menggunakan bahasa Inggris. Silon juga dapat mengefektitkan biaya
karena tersedianya data softcopy yang tersimpan dalam aplikasi,
sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan data lainnya (Sari,

2022).

Sebagai bagian dari praktik open data, silon harus sesuai dengan
prinsip-prinsip open data seperti; 1) tepat waktu, artinya tersedia
secepat yang diperlukan agar berguna; 2) granular, artinya tersedia
pada tingkat detail yang paling memuaskan; 3) tersedia gratis di
internet, artinya tersedia tanpa batasan moneter; 4) lengkap dan
in-bulk, artinya tersedia secara keseluruhan, tanpa penghilangan;
5) dapat dianalisis, artinya tersedia dalam format digital yang
dapat dibaca mesin yang dapat dengan mudah dianalisis; 6) non-
proprietary, artinya dalam format di mana tidak ada entitas yang
memiliki kendali eksklusif; 7) non-diskriminatif, artinya tersedia
untuk setiap individu atau organisasi tanpa batasan; 8) bebas lisensi,
artinya terbuka untuk digunakan kembali dan didistribusikan kembali
untuk tujuan apa pun; dan 9) tersedia secara permanen, artinya
tersedia melalui lokasi internet yang stabil untuk jangka waktu tidak

terbatas (NDI-OEDI, 2015).

Sembilan prinsip keterbukaan data pemilu tersebut harus diterapkan
pada semua jenis data pemilu, termasuk Silon sebagai sistem
informasi yang dibuat oleh KPU dalam tahap pendaftaran bakal
calon anggota legislatif. Akan tetapi, implementasi Silon sebagai
bagian dari praktik open data kerap dihadapkan beberapa tantangan,
berikut ulasannya.

Tantangan Silon Jelang Pemilu 2024

Berdasarkan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for
Public Policy Research (TIl) yang berjudul “Melihat Penyelenggaraan
Keterbukaan Data Pemilu Terbuka Jelang Pemilu dan Pilkada
Serentak 2024” (2022), persoalan minimnya infrastruktur masih
ditemukan baik dalam bentuk penyediaan perangkat komputer
hingga jaringan internet yang kurang merata. Selain itu, terdapat
juga persoalan minimnya perangkat keamanan untuk penyimpanan
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data. Kondisi ini banyak ditemui di kabupaten. Persoalan ini tentunya
bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga mengikutsertakan
kementerian dan lembaga negara lainnya yang seharusnya
mendukung penyelesaian persoalan ketimpangan digital di Indonesia.

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya
manusia (SDM) yang terampil dalam teknologi informasi (TI) di
internal KPU. Kurangnya tenaga terampil tersebut dikarenakan
belum adanya peningkatan kapasitas SDM di internal KPU dalam
rangka digitalisasi data pemilu dalam rangka mendukung keterbukaan
data pemilu. Peningkatan kapasitas internal KPU baik di pusat
maupun daerah menjadi penting, mengingat KPU sebagai badan
penyelenggara merupakan pelaksana kebijakan data pemilu terbuka.
Diharapkan dengan peningkatan kapasitas SDM di KPU, maka
akan ada perubahan kapasitas dari SDM yang menjadi pelaksana
data pemilu terbuka, sehingga dapat mengimplentasikan kebijakan
tersebut sesuai dengan tujuannya, khususnya dalam meningkatkan
partisipasi publik dan kapabilitas penyelenggara pemilu dalam rangka
mendorong pemilu yang berintegritas di Indonesia (TIl, 2022).

Selain dari kedua aspek di atas, tantangan lainnya kesiapan
parpol dalam pengisian silon. Anggota Dewan Pembina Yayasan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi
Anggaraini mengatakan sempat beredar isu bahwa partai politik
menggunakan jasa joki dalam pengisian daftar bakal calon legislatif
(bacaleg). Titi mengatakan seharusnya pengisian silon dilakukan oleh
petugas yang ditunjuk partai secara teknis prosesnya berlangsung di
internal partai (www.metrotvnews.com, 6/5).

Menyikapi hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
berharap KPU memberikan akses Silon pendaftaran caleg DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada pengawas pemilu.
Hal ini penting agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan
kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal
calon legislatif baik tingkat nasional maupun daerah. Namun,
Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan hingga Kamis
(4/5) baru 21 provinsi yang mendapatkan akses Silon; sembilan
provinsi belum bisa akses, empat provinsi belum menyampaikan
perkembangan. Bahkan hingga 4 Mei 2023, menu bakal calon
legislatif pada aplikasi Silon yang berisi informasi dapil, nomor urut,
foto, nama calon, dan NIK tidak muncul pada aplikasi Silon (www.
bawaslu.go.id, 4/5).

Selain itu, pengawasan tersebut dilakukan guna meminimalisir
terjadinya sengketa, karena menjadi salah satu tugas Bawaslu dalam
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melakukan pencegahan. Bawaslu agar bisa mengamati bersama-
sama syarat-syarat pendaftaran dan bisa mengantisipasi jika ada
kekurangan. Juga, jika ada berkas-berkas yang perlu diberikan
syaran perbaikan. Meski demikian, Totok menegaskan, terkait
informasi yang dikecualikan oleh KPU, Bawaslu akan mengikuti
aturan tersebut (www.bawaslu.go.id, 4/5).

Rekomendasi

Menyikapi beberapa tantangan di atas, KPU sebagai penyelenggara
Pemilu perluuntukmenyikapibeberapalangkah untukmengantisipasi
agar permasalahan ini tidak berulang di masa yang akan datang.

Beberapa langkah tersebut seperti, pertama, mendorong KPU untuk
melakukan peningkatan kapasitas SDM agar dapat mendukung
implementasi keterbukaan data pemilu. Dalam hal ini, KPU juga
dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti komunitas IT atau
pihak swasta yang relevan, universitas, serta lembaga masyarakat
sipil yang fokus pada isu-isu pemilu dan demokrasi, maupun open
data. Selain itu, perlu dipastikan juga adanya proses berbagi ilmu
pengetahuan antar pegawai KPU, sehingga rotasi pegawai tidak
mejadi faktor penghambat.

Kedua, mendorong peningkatan infrastruktur [T KPU dan
pemerataan internet melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika agar dapat mendukung penerapan data pemilu terbuka
dalam rangka Pemilu. Ketiga, mendorong KPU memasitkan
sosialisasi kepada parpol dalam penggunaan Silon agar tidak terjadi
permasalahan dalam proses pengisian Silon yang dilakukan oleh
petugas dari partai politik. Keempat, mendorong Bawaslu untuk
berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan
Silon agar dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

- Arfianto Purbolaksono -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Silon merupakan
bagian dari
implementasi
keterbukaan data
(open data) Pemilu di
Indonesia. Penggunaan
Silon idealnya dapat
mendorong parpol
untuk meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitasnya,

juga menjadi sarana
memberikan informasi
publik, khususnya
informasi terkait caleg
untuk pertimbangan
pemilih.
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Melihat Kinerja Ganjar Pranowo
Memimpin Jawa Tengah dalam Tiga Variabel

Setelah beberapa waktu menanti calon Presiden yang akan diusung
oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pada 21 April
2023 lalu, Ganjar Pranowo akhirnya dideklarasikan sebagai calon
Presiden dari PDIP Deklarasi yang dilakukan oleh PDIP ini cukup
menarik perhatian publik. Selain karena nama Ganjar Pranowo
memang telah santer akan maju di pemilihan presiden (Pilpres)
tahun 2024 mendatang, deklarasi ini dilakukan satu hari menjelang
Idul Fitri.

Pendeklarasian Ganjar Pranowo sebagai calon yang diusung oleh
PDIP dianggap sebagai langkah taktis PDIP dalam menyelamatkan
elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami penurunan secara
signifikan akibat dari pernyataannya terkait penolakan terhadap
tim nasional sepakbola Israel yang akan berpartisipasi dalam Piala
Dunia U-20 di Indonesia pada 23 Maret 2023 lalu. Bahkan, jika
disimulasikan dengan tiga kandidat calon presiden, Ganjar Pranowo
yang selama ini selalu berada di peringkat teratas, kini terlewati oleh
Prabowo Subianto yang sebelumnya berada di peringkat kedua.
Berikut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indikator Politik
pada 8-13 April 2023 terkait tren dukungan terhadap tiga kandidat
calon Presiden.

Grafik 1. Tren Dukungan Terhadap Dua Calon Presiden
dengan Elektabilitas Tertinggi (Dalam %)

OETOBEF. 20212 JANTTART 3023 FEERITARI 1023 APR-13
il (72012 Branowo il Brzhowo Subiznto

Sumber: Rilis Survei Indikator Politik pada 8-13 April 2023.
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Pasca dideklarasikan oleh PDIP beberapa partai politik mulai
memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo, seperti Partai
Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mendukung Ganjar Pranowo
pada 22 April 2023 dan Partai Persatuan Pembangunan pada 26
April 2023. Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga
telah mendukung Ganjar Pranowo sejak 3 Oktober 2023.

Dengan dideklarasikannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden
yang diusung oleh PDIR serta adanya beberapa partai politik yang
telah memberikan dukungan, maka hampir dipastikan bahwa
Ganjar Pranowo akan menjadi salah satu kandidat calon presiden di
Pilpres tahun 2024 mendatang. Dengan rekam jejak sebagai kepala
daerah, maka tulisan ini ingin melihat kinerja Ganjar Pranowo ketika
menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Kinerja Ganjar Pranowo dalam Memimpin Jawa Tengah

Dalam melihat kinerja Ganjar Pranowo saat memimpin Jawa Tengah,
maka tulisan ini akan melihat dari tiga variabel. Pertama, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), yaitu alat ukur untuk menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak tahun 2013,
IPM Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Jika dirata-rata,
pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah berada di angka 0,53 sejak
tahun 2013. Angka ini sedikit lebih besar jika melihat peningkatan
IPM rata-rata nasional yang berada di angka 0,51.

Grafik 2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Variabel kedua yang dilihat adalah Indeks Pembangunan Gender
(IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator
yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan
mempertimbangkan aspek gender. Indikator ini digunakan untuk
melihat apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data Badan Pusat
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Statistik (BPS), IPG Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami
kenaikan, walaupun terdapat beberapa kali penurunan, seperti pada
tahun 2016 dan tahun 2019. Meski demikian, PG di Jawa Tengah
selalu lebih tinggi dari [PG Nasional sejak dipimpin oleh Ganjar
Pranowo di tahun 2013.

Grafik 3. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2022

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Variabel ketiga yang dilihat adalah persentase penduduk miskin.
Pada tahun 2022, menurut data BPS, Jawa Tengah menjadi provinsi
termiskin kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Daerah I[stimewa
Yogyakarta. Meski demikian, Provinsi Jawa Tengah tidak termasuk
dalam sepuluh besar provinsi termiskin di Indonesia. Lebih lanjut,
sejak dipimpin oleh Ganjar Pranowo tahun 2013, persentase
penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan.
Walaupun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan dikarenakan
pandemi Covid-19.

Grafik 4. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
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Melihat tiga variabel yang telah diuraikan di atas, maka dapat
dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah memang mengalami
perkembangan sejak dipimpin oleh Ganjar Pranowo, walaupun
angka menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan.
Namun, terdapat beberapa keberhasilan Ganjar Pranowo selama
menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebagai contoh, Ganjar
Pranowo dinobatkan sebagai teladan Penggerak Tim Percepatan
Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dari Presiden Republik Indonesia
pada tahun 2017. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggap
berhasil dalam memompa para pengusaha muda dan UMKM dalam
memajukan sektor perekonomian (Suwardi, 2018).

Tidak hanya itu saja, Ganjar Pranowo juga dianggap menghasilkan
sebuah terobosan di sektor pertanian dengan mengeluarkan Program
Kartu Tani, yaitu pemberian kartu kepada petani dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemerataan
pemberitan pupuk bersubsidi. Tidak hanya pupuk, Program Kartu
Tani juga membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk
mengalokasikan sarana produksi pertanian pada sasaran petani
yang tergolong tidak mampu. Selain itu, Program Kartu Tani juga
telah dihubungkan dengan sistem pertanian Indonesia. Tujuannya
adalah agar dapat menstabilkan harga komoditi pertanian ketika ada
fluktuasi harga di pasaran (Suwardi, 2018).

Melihat angka perkembangan di Provinsi Jawa Tengah serta
beberapa keberhasilannya selama pemimpin Jawa Tengah, maka
sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang, Ganjar Pranowo
perlu mengkapitasilasi hal tersebut guna meraih suara pemilih.
Lebih lanjut, program kerja yang dinilai berhasil di Jawa Tengah
perlu untuk dimodifikasi agar dapat diaplikasikan di tingkat nasional
dan dimasukkan ke dalam Program Kerja Calon Presiden di Pilpres

tahun 2024.

- Ahmad Hidayah -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

ENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
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Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dalam Mencegah
Praktik Intoleransi Beragama di Indonesia

Selama awal tahun hingga menjelang Idul Fitri 2023 sejumlah
peristiwa intoleransi dan diskriminasi kembali menciderai situasi
kerukunan beragama di Indonesia. Pernyataan Presiden Joko
Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala
Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
pada 17 Januari 2023 lalu juga ternyata belum berlaku efektif di
lapangan. Pada Rakornas tersebut terdapat enam arahan Presiden,
yakni inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting,
investasi, birokrasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
dan tingkat komponen daerah (TKDN), perencanaan tata kota,
stabilitas politik dan keamanan, serta toleransi umat beragama.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menguatkan
toleransi umat beragama di masing-masing daerah dengan
memberikan kebebasan dalam melaksanakan ibadah (Kesbangpol
Bengkalis.go.id,17/1/2023). Namun, masih terdapat praktik-praktik
pembubaran ibadah yang terjadi baru-baru ini, seperti pembubaran
ibadah jemaat gereja yang dilakukan oleh kepala RT di Provinsi
Lampung, (BBC Indonesia,19/3/2023).

Praktik tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas pada
konteks keagamaan ada dalam bentuk pelarangan pembangunan
ibadah juga masih terjadi. Misalnya, seperti yang terjadi pada gereja
Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, kasus pelarangan
pembangunan ibadah di Cilegon (Provinsi Banten) dan kasus serupa
yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Hal tersebut merupakan
beberapa kasus yang muncul di ruang publik dari banyaknya
praktik diskriminasi dan intoleransi selama ini. Tidak jarang praktik
diskriminasi dan intoleransi juga dialami oleh golongan (sekte/
denominasi) dari kelompok yang sama, seperti perbedaan penentuan
ibadah puasa dan hari raya di kalangan kelompok ormas Islam.

Eksklusivisme dan Radikalisme adalah akar dari Intoleransi

Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan rilis
hasil temuan survei nasional tentang Kekerasan Ekstrem, Toleransi,
dan Kehidupan Beragama di Indonesia. Penelitian yang dilakukan
pada tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa Kekerasan Ekstrem

Update Indonesia — Volume XVII, No.5 — Mei 2023 2 7



. | =1 STITUTE
SOSIal II;I1EﬁORDPUBLI(IPAﬂhLIII}$RESEAR(N

(KE) dan ketegangan antar kelompok masih terjadi di Indonesia.
Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terdiri dari beragam suku,
agama, budaya serta etnis lainnya. Besarnya keragaman serta
potensi konflik yang terus muncul memberikan pekerjaan rumah
pada pemerintah dalam membangun toleransi serta keterbukaan
terhadap keragaman masyarakat.

Temuan survei LSI tersebut juga senada dengan rilis hasil temuan
yang dilakukan oleh Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran
(IKT). Secara nasional, skor rerata IKT sejak tahun 2015 sampai
2022 yang berada di antara angka (4) dan (5), mengindikasikan
bahwa Indonesia masih mengalami stagnasi dalam pengelolaan
toleransi di kota-kota Indonesia.

Bersikap ekslusif'dan fanatisme buta pada praktik beragama menjadi
hambatan dalam membangun toleransi kerukunan beragama.
Ekslusivisme sebagai sebuah paham yang cenderung mendoktrinasi
setiap pemeluknya meyakini bahwa ajaran yang dipegang oleh
kelompoknya merupakan satu-satunya kebenaran. Sikap ekslusif
berlebihan sebuah kelompok dapat memicu konflik antar maupun
intra kelompok jika diikuti oleh fanatisme buta.

Sikap tersebut akan menutup ruang dialog terhadap narasi baru
yang dianggap mengancam stabilitas ideologi atau pemahaman
kelompok tersebut. Menurut Kepala Balitbang-Diklat Kementerian
Agama Abd Rahman Mas’ud dalam Annual Conference of Religious
Colleges Student in Indonesia (ACCROSS) tahun 2015, yang
diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, ekslusivisme juga dapat ditarik ke titik
ekstrim dengan perbuatan kekerasan, baik intelektual, psikologis
maupun fisik terhadap siapa pun yang dianggap berbeda. Sikap
ketertutupan serta fanatisme buta menjadi hambatan besar dalam
menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama.
Lebih jauh, sikap ketertutupan ekstrem sebuah kelompok terhadap
keberagaman (tidak hanya terhadap dalam beragama), juga
melahirkan bibit radikalisme di kalangan penganutnya.

Praktik Moderasi Beragama dalam Mencegah Intoleransi di
Indonesia

Toleransi merupakan komponen kesejahteraan psikologis yang
penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang
majemuk. Sikap toleransi antar umat beragama hanya akan tumbuh
jika adanya keterbukaan untuk menerima dan berinteraksi sosial
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satu sama lainnya. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Aziz Maulana tentang Toleransi Antar Umat
Beragama di Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon
(2021). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kerukunan
masyarakat Desa Junjang, yang terdiri dari beragam agama (Islam,
Kristen, Katolik Protestan, Hindu, dan Budha), terjadi karena
adanya interaksi sosial melalui aktivitas keseharian. Interaksi antar
kelompok masyarakat membuka kesempatan untuk mengenal dan
memahami satu sama lainnya. Pentingnya memupuk sikap tepo
seliro dalam kehidupan beragama dinilai mampu menciptakan
kerukunan dan solidaritas antar kelompok masyarakat.

Di Indonesia, praktik baik moderasi agama dapat dilihat pada salah
satu lembaga pendidikan yang berada di Medan Sumatera Utara.
Yayasan Sultan [skandar Muda (SIM) Medan. Lembaga pendidikan
ini didirikan oleh Sofyan Tan, seorang pemuda Tionghoa yang
berasal dari dDesa Sunggal pada tahun 1987. Penerapan moderasi
beragama di Yayasan tersebut dilakukan dengan menggunakan
muatan kurikulum multikultural. Kurikulum pembelajaran ini pada
dasarnya mengajarkan moderasi beragama kepada peserta didik
sehingga mereka bisa hidup berdampingan dalam semangat toleransi
dan menghargai keberagaman. Selain itu, penerapan pendidikan
multikultural di Yayasan ini dilaksanakan dengan berbagai langkah,
seperti doa lintas agama pada kegiatan belajar-mengajar dan
pendirian berbagai rumah ibadah untuk menghormati peribadatan
masing-masing penganut agama (Kemenag.go.id).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu didorong untuk mengambil
langkah inisiatif untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dengan
membuat kebijakan terkait pelaksanaan kehidupan masyarakat
yang majemuk. Hal ini didasari oleh sebuah keniscayaan bahwa
setiap daerah memiliki potensi konflik sosial yang menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki
kebijakan penyelenggaraan toleransi bermasyarakat dalam bentuk
Peraturan Daerah (Perda). Adapun Perda tersebut yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Perda tersebut didasari
oleh masih banyaknya kasus intoleransi beragama yang terjadi di
masyarakat, sehingga pemerintah membuat payung hukum guna
menciptakan kehidupan masyarakat Kulon Progo yang rukun dan
damai.

Sementara, di tingkat pusat, upaya untuk mendorong moderasi
beragama, Pemerintah PusatmelaluiKementerian Agamapadatahun
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2022 mencanangkan Tahun Toleransi. Pencanangan tahun toleransi
oleh pemerintah tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
Pencanangan tahun toleransi dapat menjadi momentum dalam
merekatkan dan menguatkan kembali pentingnya mengembangkan
sikap toleransi dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini,
moderasi agama memiliki empat indikator penguatan yang menjadi
program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN 2020-2024). Salah satunya adalah toleransi.
Selain itu, indikator program lainnya yakni kekerasan, wawasan
kebangsaan, dan ramah tradisi. Urgensi moderasi beragama dalam
RPJMN juga didasarkan pada landasan teologis bahwa setiap
agama mengajarkan cinta kasih, hidup harmonis, penuh toleransi
dan kesetaraan.

Moderasi beragama sebagai konsep kebijakan berkehidupan yang
didengungkan oleh pemerintah menjelaskan tentang bagaimana
individu menjalankan keagamaan dengan tidak berlebihan. Moderasi
beragama bertujuan untuk menengahi kutub ekstrem pemahaman
ajaran yang multi interpretasi dalam beragama untuk bergerak ke
tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan
manusia.

Pada individu yang telah menerapkan sikap moderatnya
dalam beragama vyakni adil dan berimbang. Bersikap adil
berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya
melaksanakannya secara tepat, baik dan secepat mungkin.
Sedangkan sikap berimbang artinya selalu berada di tengah di
antara dua kutub. Pada konteks ibadah, misalnya, seorang yang
moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian
kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang dapat
dilakukan dengan cara memuliakan manusia. Kelompok atau
individu dengan pemahaman ajaran agama yang ekstrem sering
terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk
membela keagungan-Nya, tetapi justru mengenyampingkan aspek
kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini cenderung memiliki
kerelaan untuk membunuh sesama manusia “atas nama agama”.
Padahal, menjaga nyawa manusia sendiri adalah bagian dari inti
ajaran agama. Oleh sebab itu, penerapan moderasi beragama
menjadi penting untuk dilakukan oleh setiap umat beragama, tidak
hanya sebagai pengamalan dalam menjalankan agamanya, namun
juga sebagai bentuk modal dalam mencegah terjadinya perpecahan
di antara kemajemukan masyarakat.
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Meskipun, Kementerian Agama masih mencanangkan moderasi
beragama sebagai suatu standar wise living. Namun, seyogyanya
Pemerintah Daerah perlu berinisiatif untuk membuat langkah-
langkah kebijakan yang masih dalam ranah kewenangannya, seperti
yang dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo (Daerah Istimewa
Yogyakarta), dalam mencegah praktik intoleransi di daerahnya.
Selain itu, Kementerian Agama lewat inisiatif pencanangan Tahun
Toleransi juga perlu melibatkan beragam pihak untuk merealisasikan
upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk moderasi
beragama. Lebih jauh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, juga perlu dilibatkan untuk mendorong peningkatan
literasi beragama melalui kurikulum pendidikan juga dapat menjadi
salah satu cara efektif dalam meningkatkan semangat toleransi.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Moderasi beragama
bertujuan untuk
menengahi kutub
ekstrem pemahaman
ajaran yang multi
interpretasi dalam
beragama untuk
bergerak ke tengah,
kembali pada esensi
ajaran agama, yaitu
memanusiakan
manusia.

Update Indonesia — Volume XVII, No.5 — Mei 2023

31



: = STITUTE
SOSIal I’I;I'IE‘;ﬁOIQIDPUOINIEI(SI{XﬂIYIIN RESEARCH

Pemerintah DKI Jakarta dan
Antisipasi Arus UrbanisasiPasca Mudik

MenteriKoordinator BidangPembangunanManusiadanKebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy pada pidatonya menyoroti
fenomena urbanisasi masyarakat pendatang ke DKI Jakarta pasca
mudik Idul Fitri 2023. Menurutnya, merantau memerlukan modal
besar, tidak hanya tekad, tetapi juga keterampilan dan pengetahuan
yang berdaya saing. Selain itu, Menko PMK menyatakan bahwa
siapa pun memiliki hak untuk menuju ibu kota. Tetapi hal tersebut
tentunya tidak dapat dilakukan tanpa modal seperti bentuk
keterampilan, modal pengetahuan, maupun yang lain (Sindonews,

28/4/2023).

Fenomena gelombang urbanisasi pasca mudik bukan merupakan hal
baru bagi ibukota. DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat
perekonomian masih menjadi daya tarik masyarakat dari berbagai
wilayah untuk memperoleh pekerjaan dalam meningkatkan
kesejahteraan. Ibukota masih menjadi pusat daya tarik masyarakat
yang bermimpi hidup dalam kecukupan ekonomi dan fasilitas sosial
yang memadai.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta
menyebutkan bahwa jumlah pendatang yang masuk ke ibukota
mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Pada tahun 2020, jumlah pendatang diketahui sebanyak 112.814
jiwa. Kemudian tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah pendatang
sebanyak 18,55 persen dengan angka yang mencapai 139.740 jiwa.
Pada semester pertama tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI
mencatat adanya kenaikan masyarakat pendatang sebesar 7,92
persen dengan angka 151.752 jiwa. Dari data kependudukan dalam
Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester Il tahun 2022, diketahui
jumlah warga Jakarta sebanyak 11.317.271 (Kompas, 14/2/2023).

Data yang dihimpun oleh Disdukcapil DKI Jakarta juga mengungkap
terdapat 30.000 sampai 40.000 kemungkinan jumlah potensi
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masyarakat pendatang yang tiba di ibukota pasca Idul Fitri 2023
(Kompas, 15/4/2023). Selain itu, Disdukcapil juga menyebutkan
bahwa terdapat 865 orang yang akan masuk ke ibukota pasca idul
fitri. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 848 migrasi permanen dan
17 sisanya adalah jenis masyarakat migrasi non permanen.

Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dan Penegakan Disiplin
Administrasi Kependudukan

Pentingnya pendataan kependudukan dengan melakukan operasi
yustisi menurut PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono,
guna mencocokkan data serta melakukan validasi informasi yang
dimiliki oleh masyarakat tersebut. Namun, pada tahun 2019 di era
Gubernur Anies Baswedan, operasi ini kemudian berganti istilah
dengan pelayanan bina kependudukan. Selain penyebutan istilah
dinilai negatif, menurut Anies Baswedan, ibukota merupakan
sebuah tempat yang harus mampu dijangkau oleh semua lapisan
masyarakat. Namun, operasi administrasi kependudukan tetap
dilaksanakan melalui pelayanan bina kependudukan dan dilakukan
dengan melaporkan diri mulai dari tingkat RT hingga Kelurahan
setempat.

Kebijakan penerapan operasi yustisi pada dasarnya merupakan
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 yang berasal dari
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, kebijakan
tersebut diadaptasi dan diterapkan di berbagai daerah dalam
berbagai situasi (termasuk penertiban penggunaan masker
demi pencegahan penularan Covid-19) (Kompas, 6 Mei 2023).
Berdasarkan hasil penelusuran referensi mengenai hal ini, operasi
yustisi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan hukum yang
dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemeliharaan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta penindakan atas dugaan
pelanggaran peraturan yang mengandung unsur pidana.

Operasi pendisiplinan administrasi kependudukan ini juga tidak
serta merta dapat dilakukan secara langsung, tetapi memerlukan
sejumlah indikasi situasi kegentingan tertentu. Misalnya, terdapat
gangguan nyata terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat
yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, hal tersebut tidak atau belum sempat ditangani oleh
Polisi Republik Indonesia (Polri) atau Penyidik Polri sehingga harus
ditangani oleh Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) kelurahan
yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun
keadaan darurat lainnya.
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Penegakan  disiplin  administrasi  kependudukan  musiman
yang dilakukan pasca lebaran dilakukan guna mengantisipasi
meningkatnya kemiskinan dan tindak kriminalitas di perkotaan.
Masyarakat yang bermigrasi ke kota dengan minimnya bekal
pendidikan dan keterampilan menjadi salah satu sumber penyebab
ketidakaturan sosial. Misalnya, munculnya pemukiman kumuh,
kekacauan administrasi kependudukan, serta meningkatnya angka
kriminalitas termasuk tindak kejahatan kolektif.

Data dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjangkau 4.576
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama tahun
2020, sedangkan pada tahun 2021 hasil penjangkauan terhadap
PMKS berjumlah 5513. Data tersebut menunjukkan terdapat
peningkatan sebesar 937 PMKS selama satu tahun terakhir. Artinya,
peningkatan jumlah angka penyandang masalah kesejahteraan
sosial bisa jadi berasal dari masyarakat pendatang yang tidak
memiliki dasar keterampilan dan pendidikan yang layak. Ketiadaan
keterampilan dan pendidikan menjadikan masyarakat tersebut hidup
dalam kondisi ekonomi pra sejahtera.

Pentingnya Pemerataan Kesejahteraan di Seluruh Wilayah
Indonesia

Meningkatnya jumlah masyarakat pendatang pasca mudik ke ibukota
setiap tahunnya menunjukkan bahwa permasalahan pemerataan
kesejahteraan masyarakat masih belum selesai. Hal ini selaras
dengan hasil penelitian Asep Fikri Nur Arif' dan Nunung Nurwati
(2022) tentang “Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia Di Pulau
Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, yang menjelaskan
bahwa konsentrasi penduduk Indonesia yang berada di Pulau Jawa
mencapai jumlah 56,10% dipengaruhi oleh banyak faktor.

Penelitian tersebut mencatat bahwa salah satu faktor utamanya
adalah pull factor yaitu Pulau Jawa yang memiliki fasilitas lebih baik
dibandingkan dengan daerah lain. Persebaran penduduk yang tidak
merata dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebut akan menambah jumlah pengangguran karena lapangan
kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan pencari kerja,
sehingga meningkatkan tingkat kriminalitas yang terpaksa dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan utama seperti makanan.

Pentingnya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia
yang tidak terpusat hanya di Pulau Jawa perlu didorong untuk
menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan kesejahteraan antar
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daerah. Percepatan pembangunan, baik infrastruktur maupun non  Penegakan disiplin

infrastruktur, penting dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen administrasi
. . kependudukan
baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. .
musiman yang
dilakukan pasca

Pada ranah demografi, penundaan usia perkawinan, pendidikan .

.  lebaran dilakukan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang reproduksi guna mengantisipasi
dan tantangan ledakan penduduk, serta pengaturan migrasi ke  meningkatnya
dalam suatu wilayah dapat menjadi beberapa opsi kebijakan dalam  kemiskinan dan

menghindari kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. tindak kriminalitas
di perkotaan.
- Dewi Rahmawati Nur Aulia - Masyarakat yang

bermigrasi ke kota
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keterampilan menjadi
salah satu penyebab
ketidakaturan sosial,
seperti munculnya
pemukiman

kumuh, kekacauan
administrasi
kependudukan, serta
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tindak kejahatan
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ThelndonesianInstitute (TIl) adalahlembagapenelitiankebijakan
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan,
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan
sumbangan dari yayasan-yayasan,perusahaan-perusahaan, dan
perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai
visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group),
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diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan
(Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks
dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam
bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa
Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan
tahunan (/ndonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The
Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
JI. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan.
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TlI
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Update Indonesia — Volume XVII, No.5 — Mei 2023 3 8



Program Riset THE & NDONESIAN INSTITUTE

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah
naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik,
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini,
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari,
dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan,
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi
Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam
babakyangberbedadarisebelumnya. Memasukiera Reformasi
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang.
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses
kebijakan.
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment).
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah:
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3)
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen.
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah,
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan,
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan
rekomendasiyangkuat danvalid untuk mendorong pemerintah
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4)
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation
Research, dan (5) Survei Indikator.
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SURVEI PRA PEMILU DAN
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun
pra-Pilkada, yaitu: (I) baik Pemilu maupun Pilkada adalah
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur,
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama
menyangkut peluangkandidat; (3) sangat penting untuk meraih
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuj.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu
mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3)
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling
efektif untuk kampanye.
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EVALUASI PROYEK ATAU
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di
akhir periode proyek atau program.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Update Indonesia — Volume XVII, No.5 — Mei 2023 4 5



THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat
Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Nuri Resti Chayyani

Peneliti Bidang Hukum
Galang Taufani

Peneliti Bidang Politik
Ahmad Hidayah

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Amelia

Keuangan: Rahmanita

StafIT
Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

JI. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www. theindonesianinstitute.com

ISSM 18979-1584

LKAt

1979 198456




